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BAHAN CERAMAH MENTERI LUAR NEGERL
PADA RAPAT KERJA RFKTOR. TH, 1979

o ——

_ PENGANTAR UMUM- PROF, DR.. MOCHTAR XBSUM:ATMADJA
SELAKU KETUA PANITIA PENGARAH PADA PELSUKAAN
LOKA KARYA KE-II PENGIMPLEMENTACIAN
WAWASAN NUSANTARA,
TANGGAL 22 JANUARI 1979

Yth. Ketua Pankorwilnas
" Hadirin yang saya hormati

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia 50 tahun
yang ldlu bertalian dengan konsepsi nusantara merupakan suatu -
konsekwensi yang wajar daripada proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia padd tanggal 17 Agustus 1945 dan merupakan suatu tin-
dakan -pelengkap daripadanva dibidang hukuu lzut

Jalan yang ditempuh. Irdonesiaz dibidarg hukum laut ini de -
ngan tegas dan jelas menunjukkan bahwa Republik Indonesia yang
dilahirkan pada szat proklamasi kemerdeskaan itu, bukan sekedar
negara lanjutan pewaris Hindiz-Belunca ¢an hukan FPula negara
bikinan pemerintah pendudukan aillted Je;¥ng.

Usaha dan tindakan kita dibidans hukum lsut menunjukkan
bahwa bangsa Indonesia mempunyai keinginan dan pikiran sendiri
sebagai pernyataan (manifestasi) daripada aspirasi suatu bangsa
yang nasib dan kebesarannya tidak bisa dipisahkan dari lautan.

. Karena itu, walaupuﬁ uraian dalam pengantar ini hanya me -
nyinggung secara sepintas lalu hal yang pokok-pokok saja, di -
bawah ini akan diberikan sekedar uraian tentang langkah- 1an§kah
yang diadakan oleh Indonesia dibidang ini dan perkembargaﬁnya
kemudian menjadi wawasan nusantara.

.

A. Lah;rnyz konsepsi nusantara: Dekiarasi 13 Desember 1857.

Pada tanggal 13 Desember 1937 Pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan suatu pernyatzan (Deklarasi) mengenai w11ayah Per -
airan Indonesia yang berbunyi sebag;1 berikut:
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Indonesia.

"Bahwa segala_perairan disekitar, diantara dun yang
menghubungkan pulau-pulau atau bagian'pulau---pulaﬁ
yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dn
ngan tidak memandang luas atau lebarnya adalah ba -
gian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Ne—

gara Republik Indonesia dan dengan demikian merupa-

kan bagian daripada perairan nasional yang berada
dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik
Lalu lintas yang damai diperairan pedalam:n inil .ba-
gi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak -~
bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan ne -
gara Indonesia. Penentuan batas laut territorial

yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis

yang menghubungkan titik-titik yang. terlua pada pu .

lau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan
dengan Undang-undang."

1 T
“033t*1k‘5‘\Tﬂ

\*-g‘(‘\F\

‘Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Repu-

b11k Indonesia mengeluarkan pernyataaq mengenai wilayah Perair
an Indonesia adalah:
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(1) bahwa bentuk geographi Republik Indonesia seba-
_ g P
gai suatu negara kepulauan yang terdiri dari -

beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corzk ter

sendiri yang memerlukan’ pengaturan tersendiri;

(2) bahwa bagi kesatuan wilayah (territorial) Nega-
ra Republik Indonesia semua kepulauan serta la-

ut yang terletak diantaranya harus dianggap se-

bagai satu kesatuan yang bulat;

(3) bahwa penetapan batas-batas laut territorial

yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagai-

mana termaktub dalam "Territoriale Zee en Mari-
time Kringen Ordonnantie 1939" pasal 1 ayat(1}

tidak sesuail lagi -dengan kepentingan kesel_mat

an dan keamanan Negara Republik Indone51a,
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Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang secara
drastik merobah konfigurési atau tata susunan wilayah negara ,
bafda§arkan azas bahwa setiap negara‘yang berdaulat berhak dan.
berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang-
nya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu pernyataan Pemerintah
mengenai wilayah Perairan Indonesia ini dikeluarkan negara ki-
ta sedang menghadapi bahayé dari luar maupun dari dalam. Dari
luar karena sengketa dengan Bclanda mengenai Irian Jaya (Irian
Barat pada waktu itu) sedang memuncak setelah dialami kegagal-
an untuk menyelesaikannya dengan jalan damai; dari dalam karena
negard diancam oleh gerakan-gerakan separatis didaerah-daerah

yang kemudian dalam tahun 1958 menjelma menjadi pemberontakan
. terbuka.

Pernyataan Pemerintah mengenai wilayah Perairan Indonesia
ini merupakan suatu peristiwa yang penting dan menentukan da & s
lam usaha pemerintah untuk meninjau kembali dan merobah cara .
_penetapan batas laut territorial yang telah diusahakannya se’-
jak pertengahan tahun 1956 dengan memhentuk suatu Panitya Ia -
terdepartemental untuk meninjau.kembali masalah laut territo -
rial dan lingkungan maritim, Walaupun pernyataan Pemérintah
tentang wilayah Perairan Indonesia bukan merupakan hasil kerja
Panitya tersebut diatas, setelah dinyatakan maka konsepsi dan
materi isi pernyataan ini diserahkan kepada Panitya untuk di -
- Jjadikan dasar bekerja selanjutnya. Panitya sendiri sesungguh-
nya telah menyiapkan suatu rencana undang-undang perairan wi -
layah untuk menggantikan batas lebar 3 mil yang lama dengan -
merobah batas lebar 3 mil menjadi'lz mil terhitung dari garis
pasang surut. :
Dengan diterima dan dinyatakannya deklarasi tanggal 13 Desem-
ber 1957. ocleh Pemerintah maka dengan sendirinya konsepsi .Pani
tya yang resmi itu ditinggalkan.

Dari teks pernyataan Pemerintah tanggal 13 Desember 1957
maupun pertimbangan yang menjadi dasar tindakan tersebut jelas
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kirahya bahwa segi.keaﬁanan dan pertahanan merupakan aspek yang
fenting sekali bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sen-
di pokok dari kebijaksanaan Pemerintah mengenai perairan Indo -
nesia ini., Perlu ditekankan disini bahwa sekaligus dengan per-
nyataan perairan nusantara sebagai perairan nasional Indonesia,
Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal juga dengan De-
klarasi Djuanda, menegaskan ‘terjaminnya hak lintas damai kapal-
kapal asing melalui perairan nusantara sebagai bagian yang tak
terpisahkan (integralpart) dari konsepsi perairan nasional ydng
baru itu.

Disamping itu sendi pokok lainnya yaitu menjamin integri -
tas territorial daripada wilaysh negara Indonesia sebagai satu
kesatuan yang bulat yang meliputi'ﬁnsur tanah (darat) dan air
(laut) menggambarkan segi golitik yang tidak kurang pentiﬁgnya.

Didalam menghadapi situasi yang diancam disintegrasi poli-
tik karena gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan, peme-
rintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat se-- =
cara jelas, nyata dan mungkin dijadikén simbol daripada kesatu-
.an dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Konsepsi nusan -
tara scbagaimana dirumuskan dalam pernyataan Pemerintah 13 De -
sember 1957 memenuhi kebutuhan ini. '

B. Undang-undang No.4/Prp. tahun 1960 tentang Perairan Indone-
= 51d. .

~ Pada tanggal 18 Pebruari 1960, setelah mengalami penundaan
atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan In -
donesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13
Desember'i§57 ditetapkan menjadi undang-undang dengan mengguna-
kan prosedur peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Langkah ini diambil setelah usaha untuk memperoleh penga -

kuan bagi pengaturan laut wilayah yang didasarkan atas konsepsi
nusantara melalui forum ‘internasional, yakni Konperensi Hukum
Laut ke-II di Jenewa taﬁun'1958 tidak berhasil.
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‘ Apabila diambil intisarinya maka azas-azas pokok daripada
konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-undang
No.4/Prp. tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini adalah se-
bagai berikut: S

(1) untuk menjamin dan menegaskan kesatuan bangsa,
integritas wilayah dan kesatuan ekonomi Indo -
nesia ditarik garis-garis pangkal lurus yang -

. menghubungkan titik-titik terluar dari pulau
pulau terluar; d

(2) jalur laut wilayah (laut territorial) selebar
12 mil diukur terhltung dari garis- garls pang-
kal lurus ini; :

(3) negara berdaulat atas segala perairan yang ter
letak dalam garis-garis pangkal lurus ini ter-
masuk dasar laut dan tanah dibawahnya maupun
ruang udara diatasnya, dengan segala kekayaan
alam yang terkan&ung didalamnya;

(4 hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing
melalui perairan nusantara (archipelagic -
 waters) dijamin selama.tidak merugikan kepen -
tingan negara pantai dan mengganggu keamanan .
dan ketertibannya.
" Bentuk dan susunan Undang undang No.4/Prp. tahun 1960 93-
ngat sederhana dan hanya terdiri dari empat buah pasal.

b Undang-undang ini pada hakekatnya merobah cara penetapan laut
wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah sele-
bar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis.air rendah
(low-water line) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur
dari garis pangkai lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Se-
luruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 garis
pangkal lurus (straight baselines) dengan 3um1ah panjang selu-
ruhnya sebesar 8069,8 mil laut. Menurut perhltungan yang kasar_
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LS

cara penetapan batas perairan Indonesia menurut cara diatas
mengakibatkan luas wilayah negara Indomnesia yang tadinya -
2.027.087 km2 (daratan) menjadi kurang lebih '5.1983.250 km
(darat ‘dan laut), jadi suatu penambahan wilayazh berupa per-
airan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3.166.163 kmz.
Apabila dibaca Memori penjelasan Undang-undang No. 4/Prp.
tahun 1960 akan nezmpak bahwa disamping segi politik dam -
hankam yang menjadi pendcrong Deklarasi 13 Desember 1957,
maka mulai tahun 2960 telah muncul pula segi kepentingan
ekonomi sebagai motivasi pengundangan kénsePsi negara nusan
tara. Memori penjelasan menyebutkan sumber-sumber baréhg_
galian' (minerals), perikanan dan jaminan komunikasi antar
pulau sebagai kepentingan-kepencingan yang perlu dicadangkan
dan diamankan untuk generasi-generasi yang akan datang. :

C. Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia.

Pada tanggal 17 Pebruari 1969 Pemerintah Indonesia telah.
mengeluarkan suatu Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kon <
‘tinen Indonesia yang hadirin sekalian telah kenal dan pahami
semua. 5

Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1969 ldhir
atas dorongan kebutuhan untuk mengeksplora51 dan mengeksploi-
tasikan daerah-daerah -bawah permukaan laut di Laut Cina Sela-
tan di luar batas-batas perairan (wilayah) Indonesia.

Karena Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tetangga
yang berhak pula atas landas kontinen yang saﬁa, penting se -
kali bagi Pemerintah untuk menyelesaikan soal-soal garis ba -
tas landas kontinen dengan negara-negara tetangga sebelum di-
temukan endapan (deposit) m.nyak atau gas bumi. :

Untuk, keper’uan ini dibentuk suatu Team Tehnis Landas -
Kontinen‘'pada Departemen Pertambangan yang ditugaskan teruta-

" ma untuk menyelesaikan soal-soszl garis batas landas kontinen
dengan negara=negara tetangga.
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Perjanjian geris batas Landas Kontinen yang pertama ber-
hasil diadakan dergan Malaysia ditahun 1969 vang kemudian di- .
susul oleh perjanjian lain qehingga sekarang perjanjian-per -
janjian yang telak diadakan-adalah sebagai berikut:

= (1) Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas
Landas Kcntinen di Selat Malaka dan Laut Ci-
na Selatsn; ditandatangani di Kuala Lumpur -
tanggal 27 Oktober 1969, mulai berlaku tang-
gal 7 Nopember 1969.

tZ) Persetujian RI-Thailand tentang Garis Batas
Landas Kontinen di Seiat Malaka (Bagian Uta-
ra) dan Laut Andanman: ditandatangani di Bang
kok tanggal 17 Descmber 1971, mulai berlaku
7 April.1972.%)

(3) Persetujuan RI-Malaysia-Thailand'tentang pe-
netapan Garis Batas Landas Kontinern di Selat
Malaka (Bagian Utara); ditandatangani di -
Kuala Lunpur tanggal 21 Desember 1971, mulai
berlaku tanggal 1o Juli 1873, .

(4) Persetujuan RI-Australia tentang penetapan
Garis Batas Dasar Laut :ertentu (Laut Arafu-
ru dan Drerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini);
ditandatungani di Canberra tanggal 18 Mei 1971,
_mulai berlaku tanggal 18 Nopember 1973.

(5) Persetujuan RI-Australia‘tentang penetapan
Garis Batas daerzh-daerah dasar laut terten-
tu (Selatan P. Tanimbar dzn Pulau Timor);

:-ditandatungani di Jakarta pada tanggal 9 =
Oktober dan mulai berlaku tanggal 8 Nopember
1973,

tq} Persefujgan RI-India téntang Garis Batas
Landas Kontinen; di:andétangani'pada tanggal
15 Januari 1977 di New Delhi.*)
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(v

(7) Persetijuan segitiga RI-India-Thailand yang

menetapkin titik temu (trijun:tion point) .

' antara garis-garis batas landas kontifen -
figa negura yang ditandatangani bulan Juni
1978 di ilew Delhi. '

Disamping pe:setujuan-persetuiuan tentang Garis Batas Lan-
das Kontinen diatas, Penerintah RI telah pula mengadakan per. =
janjian-perjanjian Garis Batas Laut Wilayah (Laut territorial)
dengan negara-negara tetangganya,

L}

Pada tanggal 17 Maret 1970 teizh. ditandatangani suatu per-
janjidn antara RI dan Malaysiz tentang Penetapan Garis Batas =
Laut Wilayah kedui negara di Selat Malaka.

Dengan Singasura telah diadakan perjanjian penetapan Garis
Batas Laut Wilaya: (laut territorial) antara Indonesia dan Si.
ngapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 di Jakarta
dan mniai berlaku tanggal 30 Agustus 1974,

Perjanjian ps:netapan batas laut wilayah antara RI dan Pa -
pua Nugini dibagiin Selatan Irian Jaya telah dilakukan sebagai
bagian dari suatu perjanjian perbatasan (darat dan laut) antara

RI- dan Papua Nugini yang ditandatangani di Jakarts pada tahun - -
1973. | e

: Perjapjian-perjanjian garis batas landas kontinen dengan
negara-negara tetingga diatas telah menambahkan suatu daerah
dasar laut dari tanah dibawahnya seluas - 8§00.000 km kepada .
kekuasaan eksklusip Indonesia untuk menggall kekayaan alam yang
terkandung didalannya,

Usaha penyel=saian mas=lah garis bdtaq laut dengan negara-
negara tetangga bz2lum selesai seluruhnya. Integrasi Timor Ti -
mur Kedalam wilayih Indonesia mengharuskan kita pada suatu wak-
tu menyelesaikan garis'batae landas kontinen dan daerah per =
1kanan dengan tetangga kita di SeLGLan Australia,
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Page 11

Demikian pula sedang diusahakan penetapan garis batas lan-
das kontinen antara Indonesia dan Vietnam.
Men'gingat bahwa pencadangan dan pengemansn Lekayaan mine -

ral dan enersi (yaitu minyak dan gas bumi) untuk scbagian besar -
telah selesai diiakukan dengan perjanjiaﬂ-pe;jdnjian garis ba -
tas landas kontinen distas, langkah berikut yung harus dilaku -
kan adalah mengadakan perjanjian-perjanjian garis batas daerah-
perikanan dengan negara tetangga untuk mengamankan pencadangan
kekayaan hayati laut bagi generasi-generasi yang akan datang. -

Perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanan demi -
kian dapat dilakukan berdasarkan kensepsi jalur ekononi, eksklu-

sip selebar 200 mil, diukur dari garis pangkal 1aut territorial.
Selain.melengkapi usaha mempe.rluaé jurisdiksi Indonesia atas
daerah laut yang berbatasan dengan wilayahnya, yang telah di -
mulai dengan perjanjian-perjanjian garis batas landas kontinen,
perjanjian-perjanjian garis batas daerah périkanan demikian akan
lebih mengukuhkan lagi kedudukan hukur daripada Wawasan Nusanta-
ra Indonesia. y

'Selain perjanjian-perjanjian garis batas daerah perikanén,
dalam ringka memantapkan pengakuan pihak ketiga terhadap wawas-
an nusantara, sebaiknya diadakan pula perjanjian-perjanjian -
Eerikanan-untuk menanfaatkan potensi atau cadangan pefikanan
kita yang jauh melebihi konsumsi dan kebutuhan dalam negerifj

Sebelum tindakan-tindakan untuk mencadangkan atau menga -
mankan sumber-sumber kekayaan hayati dilaut yang berbatasan de-

" ngan wilayah RI dapat dilakukan terlebih dahulu harus ditetap -

kan suatu jalur perikanan eksklusip yang lebarnya 200 mil di -
vkur dari garis pangkal laut territorial, yang telah kami se -
but tadi. : '

Papua, Nugini sudah melakukannya sedang Australia telah me-
ﬁyatakan akan melakukannya dalam waktu dekat. ©Fagi Indonesia
tidak add jalan lain kecuali melakukannya juga. '

Uraian mengenai perjoangan konsepsi nuszantara atau Konsep-
si negara kepulauan kiranya tidak akan lengkap apabila tidak
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disinggung usaha untuk memperjoangkannya di Kenperensi Hukum
Laut ke-III yang kini telah memasuki tahunuya yeng ke-5 dan
menjelang masa sidangnya yang ke-VIII.

Alhamdullilah, konsepsi negara kepulauan telzh mendapat

ngatur Archipelagic State Principle dalam CSNT. Dengan de -
mikian konsepsi negara kepulauan telah berada pada ambang -
pintu pensrinaan universil.sebagal pagian deripada hukum la-.
ut internasionnl masa kini.

Untuk 'Indonesia, apakzh ditiniau dari sudut hukum nasio
nal yang diperkokoh dengan perjanjian-perjanjian dengan ne -
gara.Qain. ataukah ditinjau dari penerimazn umun ketentuan -
ketentusn tentang konsepsi nusantara oleh Kcnperensi Hukum -
Laut, bagaimznapun juga Konsepsi Negara Kepulauan atau komn -
sepsi nusantara sudah menjadi suatu kenyataan.

Didalam mengadakan penilaian terhadap tindakan dan
' langkab-langkah yang diambil oleh Indonesia dibidang hukum -
laut yang secara singkat telah kami uraikan diatas persoal -:
‘annya dapat dilihat dari pelbagai aegi;

Sziah satu segi, mungkin yang terpenting, adalah untuk
memandang kebijaksanaan dibidang hukum laut yang telzh di -
tempuh Indonesia ini sebagai suatu tindakan politik.

Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran
politik Indoﬁesia_ telah dimantapkan dengan ditetapkannya
WAWASAN NUSANTARA® sebagai dasar pokck daripada pelaksanaan
GBHN dalam Xetetapan MPR No.IV tahun 1973. .

Ditetapkannya WAWASAN NUSANTARA sebagai konsepsi kesa -
tuan wilayah, bangsa daﬁ negara yvang memandang Indonesia se-
‘bagai satu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (la;
ut) secara tadak terpisahkan, merupakan tahapan terakhir da--
ripada perkembangan konsepsi nusantara yang dimulai sejak
akhir tahun 1957. 1 »
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: G

» Kiranya tidak berlebihan untuk mengataXan baawa dengan de-
mikian usaha atau perjalanan bzngsa ludonesia menentukan iden -
titasnya kembali'tglah terlaksana., Hakekat Kesatusn darat (ta- .
nah) dan iaut {air) ini sebenarnya telah lam; ada daiam kesa -
daran bangsa Indonesia, Hzl ini tercermin dalim kats "tanah -
air", suatu istilah atau ungkapan yang tidak tcocdapat dalam ba-
hasa 1ain.%f

Dilihat dari sudut ketatsnegaras:n ketetapan MPRS tersebut
ménguatan =pz2 yang sejak akhir tahun 1957 menjadi kebijaksana-
an negara Republiilk Indonesia dibidang kewilayahun negara, khu -
susnya wilayah peraifamya dan telah diundsangkan sejak tahun
1960 (Urdang-undang Nc.4/Prp. tahun 1950). s

Perbedaannya adalah bahwa konsepsi nusantara (archipelago
concept) merupakan'suatu konsepsi kewilayazhan nasional, sedang-

kan Wawasan Nusantara merupakan suatu wawasan (konsepsi) kesa
tuan politik daripada bangsa dan negara vapg didasarkan atas
konsepsi kewilayahan tersebut tadi.

Dengan perkataan lain kesatuan tznch ‘den air yang terkan =~ -
dung dalam konsepsi nusantara merupakan wadah fisik bagi pe -
ngembangan "wawasan nusantara'’, '

Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa
dan negara ini meliputi segala bidang kehidupan yakni:
(1) politik
(2) ekonomi
(3) sosial budaya, dan
(4) pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan daripada wawasan kesatuan bangsa dan negara
mulai tampak deagan jelas dibeberapz bidang antara lain dibi -
dang pertahanan dan keamanan. integrasi ABRI dengan pola ope
rasionil dan struktur komando (misalnya Kowilhan) yang telah
dikembangkan akhir-akhir ini merupakan penerapan daripada pemi-

kivan pertahanzn nasional yang didasarkan atas realitas géogra-
phi Indonesia sebagai negara kepulauan.
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Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam penginplementasian wawasan
nusantara.

Dibidang lainnya wawasan nusantara ini masih perlu dikem-
bangkan., Rencana Pembangunan Lima Tahun yang akan memasuki -
tahapnya yang ke-III ditahun 1979 merupzakan suatu .cara untuk
melakukannya secara:berencana. . Sebagaimana diketahui pemba -
ngunan nasional berencana, yang meliputi segcla segi kehidup -
an masyarakat dan bangsa yang ditahapkan dalan beberapa Pellts
'ini dilandasi pules oleh Wawasan Nusantara.

Dengan dibukanya resmi sistim satelit domestik pada tang-i
gal 16 Agustus 1976 oleh Kepala Negara, maka sxstlm komunikasi
yang mutakhir sebagai salah satu penunjang bag1 pelaksanaan
darlpada wawasan nusantara dalam kenyataan kini telah tersedia.
Dalam rangka pemblnaan komunikasi sebagai sarana pen \unjang, pe-
laksanaan pembangunan nasional yang meliputi seluruh nusantara
inilah sejak beberapa waktu telah dikembanékan dan dibina ja -
ringan perhubungan antar-pulau, baik dilaut maupun diudara. _
Dasar'hukum-bagi pengembangan komunikasi nusantara ini adalah .
azas Kabotase (cabotage) dan azas pemanfaatan ruang udara na >
sional. . Konsepsi negara kepulauan yang memperkokoh azas-azas
dasar kebijaksanazn nasional dibidang komunikasi diatas.

Sekali- lagi, dalam pelaksanaan atau pemanfaatan azas-azas.
diatas tidak boleh dilupakan kepentingaﬁ-kepentingan lalu-1in-
tas internasional yang ada daripada negara-negara tetangga ki-
ta dan masyarakat interngsional. Hal ini perlu disadari kare-

. na bagaimanapun kita didunia ini tidak hidup sendiri.

Jelas dari uraian diatas bahwa segala unsur bagi diwujud-
kannya wawasan kesatuan bangsa dan negara itu Kini telah ter -
sedia yakni: (1) unsur kesatuan wilayah, (2) unsur komunikasi,
dan (3) unsur -perencanaan. :

Yang harus dilakukan kini adalah penjabaran dan pemanfa -
atan daripada idee pembinaan bangsa berdasarkan konsepsi Kesa-

" tuan tadi disetiap bidang kehidupan nasional yang kami sebut -
kan diatas. '
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Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam penginplementasian wawasan
nusantara.
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Bahan ceramah Menteri Luar Negeri [i.e. Mochtar Kusumaatmadja] dalam penginplementasian wawasan
nusantara.
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